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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

1.  Efektivitas UU no 2 Tahun 2002 tentang  kepolisisan republik Indonesia. 

sektor buroko dalam penanganan tindak pidana kenakalan remaja  penangannya 

kebanyakan dalam hal ini menggunakan konsep diversi sesuai dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyebutkan 

bahwa tindak kenakalan remaja yang sudah kerana tindak  pidana dapat di kenakan 

hukuman berupa kurungan,  

2.  Faktor-faktor yang menjadi kendala kepolisian dalam 

mengimplementasikan UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian untuk melakukan 

penanganan tindak pidana kenakalan remaja adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Keluarga 

 Permasalahan yang berkembang secara internal dalam  ruang lingkup 

keluarga yang mengakibatkan ketidak stabilan emosi pribadi seseorang sehingga 

mudah melakukan sesuatu  kenakalan remaja, seperti penganiayaan, sex bebas, 

tauran, yang dimana semua itu merupakan tindkan melawan hukum, 

b. Faktor Stres 

 seorang manusia memiliki derajat tingkat stresyang cukup tinggi hal ini di 

sebabkan suatu pekerjaan atau masalah kompleks. dalam dunia kejahana hampir 

tidak ada waktu santai karena kasus yang di hadapi terus bertambah. faktor sters 

dapat mempengaruhi keseharian dan aktifitas sosialnya, sehingga dalam 
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lingkungan sosial yang mengalami stress dalam pekerjaannya lebih mudah dan 

cenderung berpotensi melakukan tindak pidna. 

 

c. Faktor SDM 

 Dalam hal faktor sumberdaya manusia disini sudah jelas bahwa kendala 

penyidik dalam menanggulangi tindak pidana kenakalan remaja karena tidak 

adanaya suatu pelatihan khusus untuk melakukan penanganan tindak pidana 

kenakalan remaja terhadap pelaku, terutama kepolisian sektor kaidipang/boroko. 

d. Faktor wilayah 

 Adapun mengenai faktor wilayah tentunya menjadi perhatian yang serius 

karena dari setiap hal yang menjadi tanggung jawab kepolisian dalam 

menanggulangi pelaku kejahatan sering terkendala dengan jarak terutama 

keterbatasan mobilitas, sehingga penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang 

sanggat lama yang di akibatkan wilayah penanganan sangat jauh untuk di jangkau. 

e. Mentalisasi yang labil 

 Seseorangyang memiliki mentalisasi yang labil pasti akan mempunyai 

jalan pikiran yang singkat tanpa memikirkan dampk yang akan terjadi. seperti 

seorang preman jika ingin memenuhi kebutuhannya dia hanya akan menggunakan 

cara yang mudah, seperti meminta pungutan liar, pemerasan dan lain sebagainya. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan beberapa hal 

sebagi berikut: 

1. Bagi Kepolisian sektor boroko sebaiknya sering dilakukannya sosialisasi 

kepada masyarakat agar masyarakat dan sekolah-sekolah lebih paham akan 

aturan dan fungsi kepolisian dalam menerapkan Kamtibmas  

2.  Perlu penambahan personil-personil polisi perairan terutama di bidang 

HUMAS, sehingga dalam melaksanakan tugas bisa lebih baik dan efisien. 

3.  Untuk masyarakat boroko khususnya kepada pemerintah desa dalam hal ini 

dapat ikut serta dalam membina masyarakat, untuk mengurangi melakukan 

tindakan-tindakan yang merugikan yang melawan hukum. 
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